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ABSTRAK 

 

Mestika Mentari Magenta. 202010115158. Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pegadaian Yang Tidak Memiliki 

Izin. 

Perlindungan terhadap konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-

asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang 

melindungi kepentingan konsumen. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang 

kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang 

diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin 

suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk 

mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-

kreditur lainnya terkecuali biaya- biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya 

yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus 

didahulukan. Tetapi  pelaku usaha pada kasus Pusat Gadai Indonesia Cabang 

Tambun tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tentu  saja sudah 

merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum 

terkait pegadaian di Indonesia dan untuk mengetahui  perlindungan hukum 

pengguna jasa terhadap pegadaian yang tidak memiliki izin. Metode penelitian ini 

adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis, menggunakan kerangka teori 

dan kerangka konseptual, serta sumber hukum yang relevan dengan penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang pertama yaitu bentuk perlindungan hukum  bagi 

konsumen terhadap pelaku usaha gadai swasta yang tidak memiliki izin resmi diatur 

didalam Pasal 1152 ayat 3 KUHPerdata dinyatakan bahwa apabila barang gadai 

hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat 2 KUHPerdata yang berbunyi 

Hak revindikasi pemilik hak atas benda miliknya yang dicuri atau hilang dari 

pemegangnya, tanpa perlu menebusnya, dibatasi sampai 3 tahun, tetapi dengan 

mengindahkan perkecualian yang disebutkan disana. Lalu yang kedua penyelesaian 

hukum bagi konsumen terhadap gadai swasta yang tidak memiliki izin resmi dapat 

melalui jalur non-litigasi, namun apabila konsumen tidak sepakat maka ganti rugi 

dapat melalui Pengadilan Negeri berupa gugatan wanprestasi. 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pegadaian, Tanggung Jawab 
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ABSTRACT 

 

Mestika Mentari Magenta. 202010115158. Legal Protection For Consumers In 

Pawn Transactions by Pawn Shops That Do Not Have a License. 

Protection of consumers is part of consumer law which contains principles, rules 

that are regulatory in nature and also contain characteristics that protect the 

interests of consumers. A pledge is a right obtained by a creditor over a movable 

item, which is growing or not growing, which is given to him by the debtor or 

another person on his behalf to guarantee a debt, and which will give authority to 

the creditor to obtain repayment of the item before the other creditors. other 

creditors, except for the costs of auctioning the item and the costs incurred to 

maintain the item, which costs must take priority. However, the business actors in 

the Tambun Branch of the Indonesian Pawn Center case are not registered with 

the Financial Services Authority (OJK). This is of course detrimental to consumers. 

The purpose of this research is to determine the legal regulations related to 

pawnshops in Indonesia and to determine the legal protection of service users 

against pawnshops that do not have a license. This research method is normative 

juridical, literature study, analysis, using a theoretical framework and conceptual 

framework, as well as legal sources relevant to the research. Based on the results 

of the first research, namely the form of legal protection for consumers against 

private pawn business actors who do not have official permits, it is regulated in 

Article 1152 paragraph 3 of the Civil Code, it is stated that if the pawned goods 

are lost from the hands of the pawnbroker or stolen, then he has the right to claim 

them as intended in Article 1977 paragraph 2 of the Civil Code which states that 

the right of revindication of the owner of the right to an object belonging to him or 

her that is stolen or lost from the holder, without the need to redeem it, is limited 

to 3 years, but subject to the exceptions mentioned there. Then secondly, legal 

resolution for consumers regarding private pawns that do not have official 

permission can be done through non-litigation, but if consumers do not agree then 

compensation can be done through the District Court in the form of a breach of 

contract lawsuit. 

Keywords: Legal Protection, Pawnshop, Responsibility 
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